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Abstract

The purpose of this study wasto analyze
the sustainability of the BUM Desa Bumi
Indomakmur Kalanganyar. The research
method used is qualitative with a descriptive
approach using The Fifth CapitalModel theory.
Data collection was done through interviews
with key informants, observation, and
documentation. The results obtained in this
study are: 1) Natural capital has not been
fulfilled because BUM Desa obtains raw
materials by purchasing, 2) Human Capital has
been fulfilled with training and a clear
remuneration system, 3) Social Capital has not
been fulfilled because BUM Desa does not
have an SOP, 4) Manufacturing Capital has not
been fulfilled because BUM Desa does not use
other machines/technology due it not focuses
on production but only on services, and 5)
Financial Capital has also not been fulfilled
because the financial condition of the business
in reality does not match the capital owned
and BUM Desa still has an unfavorable image
in the community due to the similarity of
business forms.
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Pendahuluan

Kabupaten Sidoarjo, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, berfungsi sebagai
kabupaten penyangga Ibukota Provinsi Jawa Timur yakni Kota Surabaya dan merupakan
bagian dari wilayah aglomerasi yang dikenal sebagai “Gerbang Kertasusila”. Kabupaten
Sidoarjo memiliki ukuran wilayah yang terkecil dan kepadatan penduduk tertinggi di
antara kabupaten lain di Jawa Timur, dengan luas wilayah mencapai 714,27 km2
(Daniswari, 2022). Sebagai wilayah fungsional dalam aglomerasi tersebut, setiap daerah
memiliki faktor-faktor yang berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Daerah Regional
Bruto (PDRB), seperti sumber daya dan dukungan pemerintah. Faktor-faktor ini
merupakan komponen penting yang dapat meningkatkan produktivitas daerah dan
mendorong pertumbuhan ekonomi (Novirin, 2021). PDRB juga digunakan sebagai
indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi daerah (Rizky et al., 2022).

Menurut Siwu (2019) dalam Rizky et al., (2022) menjelaskan bahwa pembangunan
ekonomi daerah menjadi suatu proses di mana pemerintah daerah bekerja sama dengan
masyarakatnya untuk mengelola sumber daya yang tersedia dengan tujuan mencapai
kondisi yang lebih baik. Kabupaten Sidoarjo juga mengalami peningkatan melalui
pengelolaan sumber daya yang ada. Hal ini dapat dilihat dari website
sidoarjokab.bps.go.id mengenai tingginya distribusi Pendapatan Daerah Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Sidoarjo berdasarkan lapangan usaha yang

tercatat dalam tabel berikut.

Distribusi PDRB ADHB Sidoarjo Tahun 2019-2022

PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha
Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
2019 2020 2021 2022
Pertanian, Kehutanan,

dan Perikanan 4.217.104,8 4.431.845,8 4.478.975,6 4.855.633,6
Sumber; Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, (2023)

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa setiap tahun Kabupaten Sidoarjo
mengalami peningkatan dalam total distribusi PDRB ADHB menurut sektor lapangan
usaha antara tahun 2019 hingga tahun 2022. Terdapat peningkatan yang konsisten pada
sektor pertanian, kehutanan dan perikanan setiap tahun. Penyebabnya adalah kondisi
geografis Kabupaten Sidoarjo yang sebagian besar terdiri dari wilayah yang kaya akan

sumber daya perikanan.

Muhammad F. D. Samudera & Arimurti Krisbowo - Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia



Public Policy: Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis, Vol. 5, No. 1, Maret 2024 | 22

Dengan mempertimbangkan potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten
Sidoarjo, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri
berdasarkan prinsip otonomi daerah. Selain itu, peran penting juga dimainkan oleh
pemerintahan tingkat terendah, yaitu desa, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi
dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih spesifik di setiap daerah. Desa
Kalanganyar, yang terletak di Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, merupakan salah
satu desa yang memiliki potensi sumber daya alam di sektor perikanan. Potensi ini dapat
memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian masyarakat jika dimanfaatkan
secara efektif dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia dan semangat gotong
royong yang dimiliki oleh masyarakatnya.

Bentuk keterlibatan desa dalam pembangunan nasional dapat diwujudkan melalui
adanya BUM Desa dapat membantu desa berpartisipasi dalam pembangunan nasional
dengan memberdayakan potensi daerahnya dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa. (Arumdani & Kriswibowo, 2022). Guna mewujudkan hal tersebut, Desa
Kalanganyar telah mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang berfokus pada
pelayanan umum dan pemanfaatan potensi desa melalui kegiatan perdagangan. Selain
itu, desa ini juga memiliki potensi alam yang melimpah dalam bentuk perikanan. Di Desa
Kalanganyar terdapat sejumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjual
berbagai jenis ikan dan produk olahan seafood. BUM Desa Kalanganyar telah terdaftar
di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan nama
"BUM Desa Bumi Indomakmur Kalanganyar".

Terdapat enam unit usaha yang dijalankan oleh BUM Desa Bumi Indomakmur
Kalanganyar yakni; Unit Usaha Sosial, Unit Usaha Penyewaan, Unit Usaha Perantara,
Unit Usaha Produksi dan Perdagangan, Unit Usaha Keuangan dan Unit Usaha Bersama.
Sementara itu, dari BUMDes yang ada saat ini, terdapat 37 BUMDes Maju, 48 BUMDes
berkembang dan 118 BUMDes pemula. BUMDes maju seperti di Desa Sepande
Kecamatan Candi, Desa Tlasih Kecamatan Tulangan, Desa Kalanganyar Kecamatan
Sedati, dan Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon
(https://radarsidoarjo.jawapos.com/ekonomi-bisnis/28/08/2021/118-bumdes-di-

sidoarjo-masih-belum-optimal/, diakses pada 05 Januari 2023).

Berdasarkan berita tersebut, BUM Desa Kalanganyar termasuk pada BUM Desa
yang tergolong maju. Klasifikasi maju dalam kategorisasi BUM Desa adalah ditandai
dengan adanya kelayakan usaha, terbentuk berdasarkan Peraturan Desa (Perdes),

terdapat penyertaan modal dan memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Desa
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(PADes). Namun, meski BUM Desa Kalanganyar tergolong maju, pada kenyataannya dari
enam unit usaha yang ada di BUM Desa Bumi Indomakmur Kalanganyar, hanya empat
unit usaha yang berjalan yang masih aktif dan memberikan kontribusi terhadap
Pendapatan Asli Desa.

Empat unit usaha yang masih beroperasi saat ini ialah unit usaha sosial yang
menyediakan jasa kirim barang (logistik) dan pelayanan umum seperti pembayaran
token listrik, pembayaran pajak kendaraan bermotor dan lainnya yang sejenis. Kemudian
terdapat Unit Usaha Produksi dan Perdagangan yang bermitra dengan UMKM setempat
di Desa Kalanganyar seperti UD. Maharani Crispy. Selanjutnya Unit Usaha Keuangan
yang bergerak di bidang koperasi khusus bagi petani tambak dengan menyediakan
pinjaman pakan ternak ikan bandeng dan benih ikan bandeng. Unit usaha terakhir
adalah Unit Usaha Penyewaan yang bergerak di bidang transportasi dan travel/ agent
dengan bermitra bersama pemilik usaha travel. Sedangkan dua unit usaha yang tidak
berjalan pada BUM Desa Bumi Indomakmur Kalanganyar adalah Unit Usaha Perantara
dan Unit Usaha Bersama.

Berdasarkan penjabaran tersebut dapat diketahui jika dari enam unit usaha yang
ada, hanya empat unit usaha yang berjalan operasionalnya menghasilkan laba pada
masing-masing unit usaha yang ada. Maka dari itu, keberlanjutan usaha yang ada pada
BUM Desa Bumi Indomakmur Kalanganyar masih perlu dianalisis lebih lanjut karena BUM
Desa dibentuk dengan tujuan tertentu dengan harapan mampu memberdayakan
ekonomi masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) sehingga
mampu mendorong kemandirian pembangunan ekonomi masyarakat yang
berkelanjutan (Rahmawati et al., 2022). Kemandirian dan keberlanjutan menjadi prinsip
gotong royong bagi masyarakat desa guna meningkatkan dan mempercepat
pertumbuhan perekonomian desa melalui partisipasi aktif Masyarakat (Ansari, 2022).
Selain itu manejemen dalam pengembangan BUM Desa menjadi penting sebab dapat
dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan BUM Desa kedepannya dan membangun
solusi atas beberapa permasalahan yang terjadi (Rahmania & Kriswibowo, 2022).

Penelitian ini memiliki kebaharuan yang signifikan dalam konteks business
suistainability analysis pada BUM Desa Bumi Indomakmur Kalanganyar, kajian ini
memberikan kontribusi berharga dengan mengangkat aspek-aspek yang belum banyak
dieksplorasi sebelumnya. Temuan dan analisis yang dihasilkan dari penelitian ini memiliki

potensi yang lebih luas untuk memperkaya wawasan dan pemahaman tentang
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keberlanjutan usaha BUM Desa “Bumi Indomakmur Kalanganyar” pada pengelolaan

semua unit usaha.

Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesa Penelitian
Badan Usaha Milik Desa

Penjelasan Badan Usaha Milik Desa yang kemudian disingkat menjadi BUM Desa
diadopsi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa. BUM Desa didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan
desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa adalah wadah usaha desa
yang dibentuk oleh semangat kemandirian, kebersamaan, dan kerja sama antara
pemerintah desa dan masyarakat untuk mengembangkan aset lokal untuk menyediakan
layanan dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa. (Lumintang &
Waani, 2019).

Badan Usaha Milik Desa memiliki definisi lain yang salah satunya adalah menurut
Rika Fatimah, (2019) yakni BUM Desa merupakan sebuah badan usaha yang
pengelolaannya diatur oleh masyarakat desa yang kepengurusannya terpisah dari
pemerintahan desa dengan menggali dan mengoptimalkan potensi wirausaha desa.
Sedangkan Suhu et al., (2020) mendefinisikan BUM Desa adalah lembaga usaha desa
yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya meningkatkan

perekonomian desa dan dibentuk dengan landasan kebutuhan serta potensi desa.

Fifth Capital Model

The Fifth Capital Model merupakan sebuah kerangka kerja untuk keberlanjutan
usaha suatu organisasi. Kerangka kerja menjadi solusi bagi sebuah usaha agar dapat
menjawab berbagai macam tantangan dan hambatan yang dihadapi. Porritt, (2012)
yang dirangkum dalam Forum for The Future, (2020) mengatakan bahwa setiap
organisasi yang bergerak di bidang usaha tentu akan menggunakan lima jenis modal
untuk menghasilkan produk atau layanan jasa. 7he Fifth Capital Model memungkinkan
bagi organisasi untuk menambah aset modal guna memperluas jangkauan usaha dan
keberlanjutan usaha dengan mempertimbangkan dampak usaha pada lingkungan dan
masyarakat yang berpengaruh pada keuntungan usaha. Model ini cocok untuk

mengambil keputusan yang tepat guna menghasilkan keberlanjutan suatu usaha yang
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terdiri dari lima modal utama yakni; Natural Capital (Modal Alam), Human Capital (Modal
SDM), Social Capital (Modal Sosial), Manufacture Capital (Modal Manufaktur) dan

Finance Capital (Modal Finansial).

Metode Penelitian

Penelitian ini dapat dogolongkan sebagai penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif yang dapat memberikan gambaran komprehensif dan mendalam terhadap
keberlanjutan usaha BUM Desa Bumi Indomakmur Kalanganyar di Desa Kalanganyar,
Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini mereferensi pada teori yang
diperkenalkan oleh Jonathon Porritt, (2012) tentang The Fifth Capital Mode/ dalam buku
"Capitalism as if The World Matters”yang dirangkum oleh Forum for The Future, (2020).

Data primer Didapatkan melalui metode wawancara dengan key informan.
Informan tersebut yakni; Kepala Desa Kalanganyar, Direktur BUM Desa “Bumi
Indomakmur Kalanganyar” serta empat kepala unit usaha yang masih aktif. Hal ini
ditujukan untuk mendapatkan klarifikasi data yang telah didapat melalui observasi di
lapangan yang didukung dengan data sekunder lainnya berupa dokumen-dokumen yang
mendukung data penelitian guna menemukan jawaban permasalahan yang dihadapi
BUM Desa “"Bumi Indomakmur Kalanganyar” mengenai keberlanjutan usahanya.

Pengumpulan data diawali dengan wawancara kepada key /informan yang telah
ditentukan secara purposive sampling. Purposive sampling sendiri merupakan teknik
menentukan populasi dari sampel yang dipilih secara tidak acak dan berdasarkan
pertimbangan tertentu yang dianggap dapat memberikan informasi dalam penelitian
yakni Kepala Desa Kalanganyar, Direktur BUM Desa “Bumi Indomakmur Kalanganyar”,
serta empat Ketua Unit/Sekretaris masing-masing unit usaha yang kemudian
dikembangan melalui observasi di lapangan serta didukung dengan dokumen-dokumen
yang dimiliki oleh BUM Desa “Bumi Indomakmur Kalanganyar” untuk menganalisis hasil
dari temuan yang ada. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Teknik analisis data /nteractive model dari Miles, Huberman dan Saldana, (2014).
Pemilihan analisis data model interaktif dikarenakan dapat menyimpulkan dan
menyederhanakan data secara efektif dan efisien yang diperoleh selama penelitian

berlangsung sehingga hasil dari penelitian ini bersifat objektif, valid dan akurat.
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Pembahasan Hasil Penelitian
Natural Capital (Modal Alam)

Pertama, melindungi keaneka ragaman hayati dan fungsi ekosistem lingkungan.
Pada BUM Desa "Bumi Indomakmur Kalanganyar”, unit usaha yang ada masih belum
memanfaatkan Modal Alam yang menjadi potensi Desa Kalanganyar. Pada Modal Alam
di unit usaha produki dan perdagangan BUM Desa “Bumi Indomakmur Kalanganyar”
tidak menggunakan bahan baku dari sumber daya alam yang dikelola secara mandiri.
Unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa “Bumi Indomakmur Kalanganyar” tersebut
menggunakan bahan baku yang diperoleh dengan cara membeli dari pengepul ikan
bandeng setempat. Sehingga tidak memperhatikan perlindungan keanekaragaman
hayati yang menjadi bahan baku dalam produksi. Sesuai dengan pernyataan yang
disampaikan Bapak Muhammad Haikal Efendi selaku Direktur BUM Desa “Bumi
Indomakmur Kalanganyar” yaitu;

“Untuk bahan baku utama ini ikan bandeng (di unit usaha produksi dan
perdagangan). Selama ini bahan bakunya bukan dari tambak sendliri soalnya desa
kan punya tambak juga tapi disewakan jadi ikan bandengnya itu langsung ambil
dari tengkulak (pengepul bandeng) di sekitar Kalanganyar. Jadi dalam
menggunakan bahan baku di bumdes ini tidak memperhatikan fungsi ekosistem
Juga soalnya cuma beli dari tengkulak bukan mengelola bahan baku secara
pribadi bumdes.” (Hasil wawancara 27 Maret 2023).

Kedua, hanya menggunakan sumber daya yang dikelola dengan baik atau
ekosistem yang mendukung usaha. BUM Desa “"Bumi Indomakmur Kalanganyar juga
tidak memperhatikan penggunaan sumber daya yang dikelola dengan baik guna
mendukung usaha dan meminimalisir keborosan penggunaan sumber daya karena pada
BUM Desa sendiri juga tidak memiliki usaha yang bergerak di bidang pertanian tambak
guna menjadi sumber untuk bahan baku produksi. Sesuai dengan pernyataan yang
diberikan Bapak Muhammad Haikal Efendi selaku Direktur BUM Desa “Bumi Indomakmur
Kalanganyar” yaitu;

“Soalnya kita belum ada (dari BUMdes) itu punya pertanian tambak dan langsung
mengelola sendliri hasil tambaknya. Untuk bahan baku ikan bandeng ini juga tidak
ada subtitusinya. Jadi kalau terjadi kelangkaan ikan bandengnya yaudah kita
nggak produksi mas.” (Hasil wawancara 4 April 2023).

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Bapak Irham Taufiq selaku Kepala Desa
Kalanganyar mengenai modal alam yang digunakan dalam usaha BUM Desa “Bumi

Indomakmur Kalanganyar” bahwa;
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“Kayaknya belum ada (unit usaha yang menggunakan bahan baku pribadi dan
diproduksi sendiiri). Untuk Maharani itu sistemnya yg saya tahu ini dari pengelola
pak sulaihan itu beli barang mentah dimasukkan freezer terus dijual ke
anggotanya (UMKM). Tidak punya (tambak sendiri) itu semua beli.” (Hasil
wawancara 30 Maret 2023).

Hasil penelitian Rika Fatimah, (2019) dijelaskan untuk mencapai desa yang
mandiri, sumber daya yang berasal dari desa harus dimanfaatkan secara optimal. Unit
usaha BUM Desa harus memiliki ciri khas dan keunggulan kompetitif untuk meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa. Desa juga harus memiliki sumber daya
yang bernilai, langka dan sulit digantikan. Namun, BUM Desa "Bumi Indomakmur
Kalanganyar" belum sepenuhnya menggunakan potensi sumber daya alam di Desa
Kalanganyar. Dalam kegiatan wawancara dapat dijelaskan bahwa unit usaha yang ada
masih mengandalkan bahan baku dari pengepul ikan bandeng lokal, tanpa
memanfaatkan sumber daya secara efisien.Sehingga BUM Desa “Bumi Indomakmur
Kalanganyar” juga tidak memperhatikan penggunaan sumber daya yang dikelola dengan

baik guna mendukung usaha dan meminimalisir keborosan penggunaan sumber daya.

Human Capital (Modal SDM)

Pertama, memberikan pelatihan pengembangan diri pada pekerja yang dapat
meningkatkan pengetahuan pekerja. Dalam penelitian Rahmadani et al., (2022)
dijelaskan bahwa pelatihan kerja merupakan faktor penting dalam mencapai kinerja
efektif dalam setiap kegiatan. Pelatihan adalah proses terencana yang bertujuan
meningkatkan kinerja pegawai melalui pengalaman belajar. Namun pada BUM Desa
“Bumi Indomakmur Kalanganyar” tidak ada pelatihan pada pegawai BUM Desa secara
formal melalui internal BUM Desa maupun pemerintah desa, namun pelatihan tersebut
didapatkan dari mahasiswa-mahasiswa yang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di
Desa Kalanganyar. Selain itu Pemerintah Desa juga memberikan pelatihan pada seluruh
jajaran BUM Desa dengan melakukan studi banding dengan Desa Panggungharjo,
Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun
2021 yang menyandang predikat desa wnicorn karena memperoleh penghasilan lebih
dari Rp. 1 Milyar per tahun dan telah meraih penghargaan ASEAN Leadership Award.
Kemudian manajemen BUM Desa juga mendapatkan pelatihan formal melalui Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sidoarjo terkait pelatihan bisnis

kemitraan dan pembuatan laporan keuangan. Sesuai dengan pernyataan yang
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disampaikan oleh Bapak Muhammad Haikal Efendi selaku Direktur BUM Desa “Bumi
Indomakmur Kalanganyar” bahwa;

“Untuk pelatihan itu (bagi pegawai bumdes) ada tapi bukan pelatihan resmi dari
lembaga tapi dibantu dari anak-anak KKN di desa. Kalau dari Pemdes kita pernah
mengadakan studi banding dengan salah satu BUMdes di Jogja itu di Desa
Panggungharjo yang waktu itu BUMdes terbaik se-Indonesia. Jadi kita
pelatihannya langsung studi banding dengan desa tersebut. Kalau untuk
pelatihan dari Pemkab atau Kecamatan atau dari Pemprov itu ada namun bukan
untuk tiap unit tapi untuk manajemennya (pegawai strukturalnya). Seperti dari
DPMD seperti ada pelatihan bisnis kemitraan dan pelatihan untuk pembuatan
laporan keuangan karena bumdes dituntut untuk membuat laporan keuangan
secara formal yang mentornya langsung dari STAN.” (Hasil wawancara 27 Maret
2023).

Kedua, memberikan upah dan remunerasi yang adil pada setiap pekerja dan mitra
bisnis. BUM Desa “"Bumi Indomakmur Kalanganyar” juga telah memberikan upah yang
cukup secara materil maupun non material bagi setiap pekerjanya dan juga pembagian
hasil untuk setiap mitra yang bekerjasama. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan
oleh Rahmadani et al., (2022) bagi hasil diartikan sebagai pembagian laba, pembagian
atas hasil usaha yang telah dilakukan bersama pihak yang melakukan perjanjian,
terdapat beberapa pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang
dilakukan akan dibagi sesuai porsi masing-masing pihak yang melakukan perjanjian.
Terkait pembagian hasil yang dilakukan oleh BUM Desa "“Bumi Indomakmur
Kalanganyar” dengan mitra yang bekerjasama telah diatur sesuai Peraturan Desa No. 3
Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa “Bumi Indomakmur Kalanganyar” Desa
Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya lebih lengkap
diatur dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara BUM Desa dengan mitra yang
bekerjasama. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan yang diberikan oleh Bapak
Muhammad Haikal Efendi selaku Direktur BUM Desa “Bumi Indomakmur Kalanganyar”
bahwa;

“Kalau secara keuangan (materil) kita beri hak based on performance kayak ada
bonus kinerja dan upah per bulan (untuk ketua unit) namun untuk pegawai unit
itu diatur oleh ketua unit. Dan kita ada mas remunerasi untuk pegawai yang rajin
& ulet bekerja dengan memberi bonus tambahan 1 bulan gaji. Dan kita lihat
secara performance juga kalau bagus kita beri bonus seperti healing (rekreasi)
bareng-bareng biar tidak spaneng (pusing & stress) bekerja. Kalau secara umum
(pembagian hasil dengan mitra) di peraturan desa ada untuk persentase
pembagian hasil ke desa, untuk unit usaha, untuk mitra, dan bonus itu juga
sudah diatur.” (Hasil wawancara 27 Maret 2023).
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Social Capital (Modal Sosial)

Pertama, menetapkan kebijakan yang ramah pekerja dan dapat mendukung
kondisi kehidupan pekerja dan sistem kerja. Standar Operasional Prosedur (SOP)
menjadi sumber pedoman sistem tata kerja guna menjalankan tugas sesuai dengan
fungsinya (Pratama et al., 2021). Namun pada BUM Desa “Bumi Indomakmur
Kalanganyar” dapat diketahui jika BUM Desa belum memiliki kebijakan khusus terkait
SOP yang mendukung kondisi kehidupan pekerja maupun sistem kerja ada setiap unit
usaha yang ada. Padahal hasil penelitian Pratama et al., (2021) maneunjukan bahwa
jika SOP berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap produktivitas kerja pegawai.
Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Muhammad Haikal Efendi
selaku Direktur BUM Desa “Bumi Indomakmur Kalanganyar” yakni;

“Kita SOP itu belum buat karena kita belum fokus di administrasi jadi cuma
sekedar pembuatan kontrak yang isinya hak dan kewajiban pegawai. Kalau SOP
itu belum ada (peraturannya) di unit usaha.” (Hasil wawancara 27 Maret 2022).

Kedua, memperlakukan pemasok bahan, konsumen dan masyarakat secara adil.
Pentingnya memperhatikan perlakuan pada pemasok bahan, pelanggan maupun
masyarakat dalam pelayanan perlu dilakukan untuk menjaga keberlanjutan suatu usaha.
Terkait hal tersebut, BUM Desa “"Bumi Indomakmur Kalanganyar” memperlakukan mitra
maupun masyarakat sebagai pelanggan secara general dan tidak ada pembedaan
perlakuan. Hal in sejalan dengan penelitian Gafar, (2021) yang menjelaskan bahwa
cakupan keadilan dalam pelayanan harus diupayakan seluas mungkin yang diberlakukan
secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat. Selain itu keadilan dalam pelayanan juga
dilihat dari adanya perlakuan yang sama kepada masyarakat tanpa ada pembedaan
terhadap apapun. Sesuai dengan pernyataan yang dikatakan oleh Bapak Muhammad
Haikal Efendi selaku Direktur BUM Desa “Bumi Indomakmur Kalanganyar” bahwa;

“Kalau secara pelayanan kita masih general ya mas (tidak ada pembedaan
periakuan) karena kita fokus target pasarnya itu Desa Kalanganyar jadi tidak ada
perbedaan pelakuan bagi mitra maupun masyarakat semuanya sama saja karena
kita bentuknya b2c (business to consumers).” (Hasil wawancara 27 Maret 2023).

Ketiga, menciptakan sistem komunikasi efektif yang mencerminkan nilai dan
tujuan bersama. Komunikasi diartikan sebagai salah satu penunjang penting yang dapat
diterapkan dalam sebuah usaha guna mencapai kinerja yang baik (Ayu Susmita et al.,
2021). BUM Desa “"Bumi Indomakmur Kalanganyar” dalam menerapkan komunikasi
efektif diwujudkan melalui serangkaian komunikasi yang dilakukan antara internal

pegawai BUM Desa menggunakan media aplikasi Whatsapp dan maupun bertemu secara
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langsung melalui rapat yang diadakan setiap bulannya untuk melaporkan kinerja bulanan
maupun permasalahan yang dihadapi. Hal tersebut juga dilakukan BUM Desa “Bumi
Indomakmur Kalanganyar” kepada pihak mitra yang bekerjasama terkait kendala teknis
di lapangan agar terbentuk hubungan yang baik. Pentingnya komunikasi efektif yang
dibentuk oleh BUM Desa “Bumi Indomakmur Kalanganyar” sejalan dengan tujuan
komunikasi yang ada dalam penelitian Isma & Utami, (2017) bahwa suatu hubungan
komunikasi diperlukan untuk menghindari terjadinya kesenjangan harapan yang ingin
dicapai serta adanya pertentangan dalam tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan
dengan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Muhammad Haikal Efendi selaku Direktur
BUM Desa “Bumi Indomakmur Kalanganyar” bahwa;

“Kan kita platformnya pake Whatsapp ya mas (untuk komunikasi) kalau internal
itu kadang biasanya kita itu kalau ada apa-apa bisa langsung by chat atau ketemu
di lapangan kayak masalahnya seperti apa biar ditindak lanjut gimana. Tapi
selama di internal itu kita ada rapat sebulan sekali buat laporan kinerja atau ada
laporan permasalahan. Tapi kalau untuk eksternal mitra itu kita lewat Whatsapp
Juga cuma itu kalau ada kendala teknis aja sama ketika ada pelatihan-pelatihan.
Dan kalau ngajak pelatihan itu kadang ya ngechat dulu baru datang kesini.” (Hasil
wawancara 27 Maret 2023).

Keempat, meminimalisir dampak negatif pada produk dan jasa di masyarakat atau
memaksimalkan dampak positif produk dan jasa di masyarakat. Direktu BUM Desa dalam
hal ini menerapkan analisis Life Cycle Theory untuk mengetahui penilaian masyarakat
terhadap produk atau jasa yang disediakan oleh BUM Desa. Berdasarkan analisis
tersebut menunjukkan bahwa produk ataupun jasa yang disediakan oleh BUM Desa
masih dalam fase growth (bertumbuh) sehingga dapat disimpulkan bahwa produk
maupun jasa yang disediakan oleh BUM Desa diterima oleh masyarakat. Namun dalam
penelitian yang dilakukan oleh Utama & Ardiyanto, (2022) menuinjukan bahwa sebuah
usaha yang dalam tahap awal (growth) cenderung masih membutuhkan banyak dana
untuk mempercepat pertumbuhan mereka. Ditinjau dari hal tersebut dapat diketahui
meskipun produk atau jasa yang ada pada BUM Desa “"Bumi Indomakmur Kalanganyar”
sudah diterima masyarakat, BUM Desa masih memerlukan pengembangkan usaha agar
pertumbuhan usaha menjadi lebih cepat. Sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh
Bapak Muhammad Haikal Efendi selaku Direktur BUM Desa “Bumi Indomakmur
Kalanganyar” bahwa;

“Ya kalau kita kan ada pakai life cycle theory. Nah disitu kan ada fase-fase ketika
produk atau jasa kita ditolak atau declining nah (dilihat dari teori tersebut) jasa
kita ini fasenya itu masih bertumbuh. Nah saya rasa bisa kita lihat produk maupun
jasa kita ini sudah diterima masyarakat.” (Hasil wawancara 27 Maret 2023).
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Kelima, berkontribusi pada transparansi, keadilan dan keterbukaan pada sistem
tata kelola. Transparansi diartikan sebagai keterbukaan informasi yang berkaitan dengan
organisasi yang tersedia secara mudah dan dapat diakses oleh pihak-pihak terkait
(Pakaya et al., 2019). Dalam hal ini BUM Desa telah mewujudkan transparansi yang adil
dan terbuka terkait sistem tata kelola kepada semua pihak yang berkepentingan dengan
memberikan informasi mengenai perkembangan usaha kepada mitra serta terbuka
terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo pada tahun
2022. BUM Desa "“Bumi Indomakmur Kalanganyar” telah mewujudkan tujuan
transparansi yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma et al., (2022)
yang menunjukkan bahwa transparansi merujuk pada suatu keadaan dimana segala
aspek bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah bagi para pengguna dan
stakeholders yang membutuhkan. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang diberikan oleh
Bapak Muhammad Haikal Efendi selaku Direktur BUM Desa “Bumi Indomakmur
Kalanganyar” sebagai berikut;

“Tentu kita transparan mas terkait apapun informasi yang dibutuhkan. Kalau ke
mitra kita tergantung mas. Lihat dulu mitranya ini punya niat positif untuk
kerjasama pasti kita berikan informasi mengenai perkembangan BUMdes
(transparan) seperti catatan per hari di unit usaha akan kita berikan. Untuk
transparan data baik bagi internal maupun eksternal kita selalu transparan
soalnya kita secara pelaporan itu ada dan pelaporannya menggunakan google
spreadsheet jadi kita bisa langsung memantau.” (Hasil wawancara 27 Maret
2023).
Manufacture Capital (Modal Manufaktur)

Pertama, menciptakan system manufaktur yang terstandar. Hasil penelitian
Andayati, (2019) menunjukkan bahwa sistem manufaktur yang efektif dan efisien
membutuhkan integrasi dari banyak subsistem yang mempengaruhi dan mengendalikan
proses manufaktur, guna memberikan kemampuan perusahaan untuk mencapai
tujuannya. Namun pada kenyataannya BUM Desa “Bumi Indomakmur Kalanganyar”
masih belum memanfaatkan modal manufaktur pada usahanya karena semua unit usaha
yang ada di BUM Desa masih berfokus pada jasa bukan produksi barang. Sesuai dengan
pernyataan yang diberikan oleh Bapak Muhammad Haikal Efendi selaku Direktur BUM
Desa “Bumi Indomakmur Kalanganyar” bahwa;

“Untuk saat ini belum ada (unit usaha yang menggunakan infrastruktur maupun
teknologi) dalam produksi. Kita kan masih fokus di jasa belum fokus di produksi.”
(Hasil wawancara 27 Maret 2023).
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Kedua, peralihan produk menjadi jasa seperti penyewaan produk melalui kontrak
berkelanjutan. Frayoga & Fitriyani, (2016) dalam Purnama Sari et al.,, (2019)
menjelaskan bahwa sewa merupakan balas jasa atau barang yang dapat dibayarkan
diawal perjanjian atau di akhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam
hal ini BUM Desa “Bumi Indomakmur Kalanganyar” menunjukkan bahwa BUM Desa
memliki peralihan produk menjadi jasa untuk penyewaan. Hasil kajian Subehi et al.,
(2018) menunjukkan bahwa BUM Desa “Tirta Mandiri” Desa Ponggok, Kecamatan
Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah memiliki kios dalam salah satu unit
usahanya. Dengan adanya kios tersebut, BUM Desa "“Tirta Mandiri” mengalihkan
produknya yang berupa kios menjadi penyewaan dengan harga yang relatif murah dan
bisa disewakan dalam jangka waktu harian. Hasilnya menunjukkan dari awal adanya kios
tersebut pada tahun 2013 berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa)
sebesar 600 juta dalam satu tahun dan terakhir pada tahun 2016 berhasil mendapatkan
pendapatan sebesar 10,5 milyar melalui semua unit usaha yang ada. Hal serupa juga
dilakukan oleh BUM Desa “Bumi Indomakmur Kalanganyar” yang memiliki peralihan
produk menjadi penyewaan seperti yang dilakukan oleh BUM Desa “Tirta Mandiri” di
Desa Ponggok namun hanya sebatas penyewaan sederhana yakni penyewaan tenda-
tenda untuk jualan. Hal ini sesuai pernyataan yang diberikan oleh Bapak Muhammad
Haikal Efendi selaku Direktur BUM Desa “Bumi Indomakmur Kalanganyar” bahwa;
“Kita ada penyewaan tenda untuk stand-stand jualan. Untuk sistem penyewaan
seperti itu cuma sekedar membuat MoU sederhana yang ditandatangani oleh unit
dan pihak yang menyewa.” (Hasil wawancara 27 Maret 2023).

Finance Capital (Modal Finansial)

Pertama, memastikan kondisi finansial menggambarkan modal yang dimiliki.
Terkait hal tersebut BUM Desa “Bumi Indomakmur Kalanganyar” menunjukkan bahwa
modal yang ada pada BUM Desa sudah menunjukkan kondisi finansial yang saat ini
dimiliki. Namun, pada kenyataannya modal yang dimiliki oleh BUM Desa masih belum
sesuai dengan kondisi finansial yang ada. Hal ini dibuktikan dengan masih minimnya
aset yang dimiliki oleh BUM Desa serta kurangnya kemampuan setiap unit-unit usaha
dalam menyerap modal secara optimal yang telah diberikan oleh desa. Hasil penelitian
Kuswadi & Ekadjaja, (2021) menunjukkan bahwa struktur modal yang dimiliki
merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan
yang stabil dapat membawa keuntungan yakni menjadi daya tarik investor terhadap

perusahaan tersebut. Namun, BUM Desa “Bumi Indomakmur Kalanganyar” belum
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menunjukkan kondisi keuangan yang stabil yang dibuktikan dengan minimnya aset yang
dimiliki serta kurangnya kemampuan unit-unit usaha yang ada dalam menyerap modal.
Sehingga dalam hal ini merupakan hal yang kurang menarik bagi investor untuk
menanamkan modal di BUM Desa. Sesuai dengan pernyataan Bapak Muhammad Haikal
Efendi selaku Direktur BUM Desa “Bumi Indomakmur Kalanganyar” bahwa;

“Kalau kesesuaian ini sama mas, karena dari modal yang ada kan kita tidak
langsung belikan alat-alat produksi cuma alat-alat pendukung usaha dan juga
untuk kulakan barang (membeli barang secara grosir untuk djjual kembali). Jadi
kebanyakan itu modal awal desa masih berupa kas lancar istilahnya. Kas lancar
itukan masih uang segar jadi masih digunakan untuk pembayaran karyawan
untuk kulakan bukan langsung dirupakan barang semua.” (Hasil wawancara 27
Maret 2023).

Namun Ibu Nanik Shofiyatus Shokro selaku manajer unit usaha sosial (Bima
Express) menyatakan jika kesesuaian kondisi keuangan di unit usaha sosial saat ini
sudah menggambarkan modal yang dimiliki dan keuangan di unit usaha ini tetap
diputarkan kembali untuk perputaran usaha. Beliau mengatakan bahwa;

“Ya kalo sesuai sih sesual, kan uangnya juga djputer lagi buat ini (kulakan
barang). Untuk lainnya juga sudah (fasilitas dan sarana-prasarana yang
memadai). ” (Hasil wawancara 17 April 2023)

Kedua, meningkatkan nilai aset tak berwujud seperti merek dan reputasi. Citra
yang baik pada BUM Desa dapat memberikan manfaat hubungan yang harmonis dengan
masyarakat dengan tuntutan memberikan kontribusi positif untuk masyarakat (Pradesa
& Agustina, 2020). Sehingga masyarakat sebagai konsumen mampu menilai citra dari
sebuah usaha yang dijalankan. Dalam hal ini BUM Desa "“Bumi Indomakmur
Kalanganyar” sebagai badan usaha masih memiliki citra yang kurang baik di masyarakat
dengan adanya respon dan isu negatif dari masyarakat karena kesamaan bentuk usaha
yang dimiliki BUM Desa dengan usaha yang dijalankan masyarakat. Hasil penelitian
Aryska, (2017) menunjukkan bahwa jika reputasi secara langsung dapat mempengaruhi
kepercayaan masyarakat pada perusahaan. Namun hasil temuan yang ada justru
menunjukkan masih adanya respon dan isu negatif dari masyarakat terkait BUM Desa
“"Bumi Indomakmur Kalanganyar”. Sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Bapak
Muhammad Haikal Efendi selaku Direktur BUM Desa “Bumi Indomakmur Kalanganyar”
sebagai berikut;

“Kita kan dari pelayanan ini langsung ke masyarakat, jadi ketika ada masyarakat
disini kita juga sosialisasi ke masyarakat kalau BUMdes ini sifatnya jangan dibuat
seperti saingan karena bumdes ini dari desa untuk masyarakat desa yang kita
kelola untuk produktivitas masyarakat. jadi selama ini kita sosialisasi untuk
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pemikiran konsep seperti itu. Kayak unit perdagangan kan masyarakat
melihatnya mirip-mirip dengan usaha yang dijalankan oleh masyarakat kayak
catering itu. Kadang pasar mayoritas kan dari pemerintahan desa yang biasanya
langganan di mereka sebelum ada bumdes nah semenjak ada BUMdes ini kayak
ada respon negatif dari mereka yang sebelumnya menjadi langganan pemerintah
desa. Padahal harapannya BUMdes ini mengupayakan untuk tidak mirip-mirip
(membentuk usaha) dan bukan menjadi saingan tapi untuk membantu ekosistem
perekonomian desa.” (Hasil wawancara 27 Maret 2023).

Ketiga, menerapkan efektivitas manajemen resiko dan mengelola isu sebuah
usaha. Resiko dan isu merupakan hal yang yang tak dapat dihindari dalam sebuah usaha.
Risiko yang melekat pada perusahaan tidak dapat diprediksi sehingga dalam memenuhi
tujuan perusahaan yang telah ditetapkan menjadi terganggu. Maka dari itu pengukuran
resiko perlu penanganan yang tepat dalam pengelolaan resiko pada sebuah usaha guna
mampu memprediksi resiko yang akan terjadi (Halim & Wijaya, 2020).

Pada BUM Desa “Bumi Indomakmur Kalanganyar” menunjukkan bahwa
manajemen BUM Desa telah melakukan manajemen resiko dan mengelola isu yang ada
di masyarakat dengan cara sosialisasi maupun memberikan ruang komunikasi secara
langsung jika terdapat isu negatif. Selain itu pihak manajemen BUM Desa juga
melaksanakan musyawarah dengan penasihat maupun pengawas BUM Desa jika
terdapat resiko usaha maupun isu yang berkembang di masyarakat terkait BUM Desa.
Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Febrihanuddin et al., (2020) yang mengatakan
bahwa resiko eksternal sebuah organisasi merupakan perselisihan antara lembaga
dengan masyarakat maka tindakan pencegahan yang dapat meminimalisir resiko
eksternal tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi, koordinasi dan membentuk
ruang komunikasi antara lembaga dengan masyarakat. Hal ini sejalan dengan
pernyataan yang diberikan oleh Bapak Muhammad Haikal Efendi selaku Direktur BUM
Desa “Bumi Indomakmur Kalanganyar” bahwa’

“Kalau kita kan pasti adareaksi positif dan negatif (dari masyarakat) tapi paling
tidak kita meminimalisir resiko untuk respon negatif itu bisa dengan sosialisasi ke
masyarakat dan memberikan komunikasi secara langsung kalau ada isu negatif.
Tapi kalau ada respon negatif yang sangat melenceng itu kita biarkan aja mas
soalnya memang tidak semua itu didalam control kita.” (Hasil wawancara 27

Maret 2023).
Keempat, memberikan penilaian pada dampak secara ekonomis suatu kegiatan
usaha, produk dan pelayanan di masyarakat. Evaluasi ataupun penilaian secara
ekonomis dari suatu bentuk usaha perlu dilakukan agar mampu menjadi acuan untuk

kegiatan usaha kedepannya. Evaluasi juga dilakukan agar setiap kegiatan usaha yang
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dilakukan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan maupun sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Sehingga evaluasi dapat menjadi koreksi maupun rekomendasi
tindakan selanjutnya (Aminudin & Hakim, 2022). BUM Desa “Bumi Indomakmur
Kalanganyar” menunjukkan bahwa BUM Desa telah melakukan evaluasi atau penilaian
pada dampak secara ekonomis suatu kegiatan usaha dengan mengidentifikasi potensi
usaha yang telah dilaksanakan pada suatu unit usaha yang ada. Selain itu pihak
manajemen BUM desa juga memberikan ruang terbuka bagi seluruh jajaran BUM Desa
terkait ide inovasi usaha sesuai proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang
diajukan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Nurcahya et al., (2020) yang
menunjukkan bahwa pentingnya evaluasi input usaha guna menentukan kesesuaian
lingkungan dan membantu mencapai tujuan. Selain itu evaluasi input juga perlu
dilakukan terhadap tersedianya sumber daya seperti anggaran, sumber daya manusia
dan sarana-prasarana yang tersedia. Sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh
Bapak Muhammad Haikal Efendi selaku Direktur BUM Desa “Bumi Indomakmur
Kalanganyar” sebagai berikut;

“Sering mas kita evaluasi (secara ekonomis) makanya kan kita waktu di Bima
Express ini cuma fokus di kurir kemudian berkembang ada laku pandai nah
awalnya kan belum ada modal untuk laku pandai ini cuma ada di kurir nah dari
ide itu langsung kita godok (matangkan) akhirnya kita berikan modal dan kita
urus administrasinya akhirnya jadi (laku pandai ini). Nah kan kita juga dari modal
500 juta dari pemerintahan desa, modal ini diserahkan ke kita terus kita ada unit-
unit ini kan kita bagi tidak kita langsung kasih semua tapi sesuai perencanaan &
RAB yang telah dibuat. Misal mereka buat proposal RAB untuk usaha itu 30 juta
ya kita kasih 30 juta, nah Ketika ada ide baru kita godok lagi bsersama kalau oke
baru kita tambahkan modal untuk (ide) itu.” (Hasil wawancara 27 Maret 2023).

Penutup
Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran yang telah disajikan maka dapat diambil kesimpulan
bahwa: 1) BUM Desa “Bumi Indomakmur Kalanganyar” pada modal alam belum
menghasilkan keberlanjutan karena sumber daya yang digunakan dibeli melalui
pengepul ikan bandeng setempat, 2) BUM Desa “Bumi Indomakmur Kalanganyar” telah
menghasilkan keberlanjutan pada modal SDM karena sudah memberikan pelatihan bagi
karyawan serta pengaturan pembagian hasil yang jelas, 3) BUM Desa “Bumi
Indomakmur Kalanganyar” belum menghasilkan keberlanjutan pada modal sosial karena
masih tidak adanya SOP yang dijalankan di masing- masing unit usaha yang ada, 4) BUM
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Desa “Bumi Indomakmur Kalanganyar” belum menghasilkan keberlanjutan pada modal
manufaktur karena tidak menggunakan mesin atau teknologi dalam proses produksi
sebab unit usaha yang ada masih berfokus pada jasa bukan produksi, 5) BUM Desa
“Bumi Indomakmur Kalanganyar” belum menghasilkan keberlanjutan pada modal
finansial karena pada kenyataannya modal yang dimiliki oleh BUM Desa masih belum
sesuai dengan kondisi finansial yang ada. Selain itu BUM Desa juga memiliki citra yang

kurang baik di masyarakat karena adanya kesamaan bentuk usaha.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran serta
rekomendasi sebagai berikut bahwa pengelola BUM Desa harus menyusun SOP pada
masing-masing unit usaha yang ada di BUM Desa “Bumi Indomakmur Kalanganyar”.
Saran berikutnya adalah pengelola BUMDes sebaiknya menambah produk aset untuk
disewakan pada unit usaha penyewaan. Rekomendasi yang terakhir adalah bahwa
pengelola BUM Desa sebaiknya mengidentifikasi potensi usaha lain guna menghindari

kesamaan bentuk usaha dengan usaha milik masyarakat.

Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini berlokasi di BUM Desa “Bumi Indomakmur Kalanganyar” dengan
karakteristik khusus, sehingga hasil yang diperoleh tidak sepenuhnya dapat diterapkan
pada konteks yang berbeda. Dalam lingkup penelitian ini yang berfokus pada
keberlanjutan usaha BUM Desa “Bumi Indomakmur Kalanganyar” pada pengelolaan
semua unit usaha, masih terdapat ruang untuk penelitian lebih lanjut yang melibatkan
variabel lain atau pendekatan metodologi yang berbeda untuk memberikan sudut

pandang yang lebih komprehensif.
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